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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul PENETAPAN HAKIM PA LAMONGAN NOMOR
0039/PDT.P/2009/PA.LMG. TENTANG WALI ADAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM” ini merupakan hasil penelitian dokumentasi untuk menjawab
pertanyaan berupa; 1) Apa latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita
yang dibawah perwaliannya? 2) Apa dasar yang diambil oleh hakim dalam
menetapkan perkara tersebut? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap
penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lamongan tersebut?

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data melatui dokumentasi dan imtervieuw atau wawancara.
Dokumentasi berupa penetapan Pengadilan Agama Lamongan dan telaah pustaka
yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dengan
pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum
tentang wali aga/ yang untuk selanjutnya dapat membahas lebih jauh mengenai
permasalahan tentang wali ada/tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya keengganan wali untuk
menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya adalah karena takut pada isteri
(ibu tiri pemohon).

Adapun dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan perkara
penetapan Nomor: 0039/pdt.p/2009/PA.Lmg. adalah Peraturan Menteri Agama
Nomor 30 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, Kompilasi Hokum Islam pasal 23
serta pendapat pakar hukum Islam yang diterangkan dalam kitab I’anatu at-Tolibin
Jus Ill. Yang artinya apabila telah terbukti wali itu bersembunyi atau membangkang
maka hakim yangmengawinkan perempuan tersebut.

Adapun penetapan yang dilakukan oleh majlis hakim Nomor;
0039/Pdt.P/2009/PA.Lmg. dari segi materil dan formil sudah benar karena pemohon
dalam penetapan ini memberikan keterangan bahwasanya wali pemohon tidak mau
menjadi wali nikah karena takut pada isteri. Oleh karena itu, berdasarkan dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tazhun 2007,
Kompilasi Hukum Islam pasal 23, maka hakimlah yang mengawinkannya.

vi
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali secara umum adalah sescorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orané lain.! Wali dalam
perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas mempelai perempuan dalam
suatu akad nikah.

Pengertian di atas menggambarkan bahwasanya peran wali dalam suvatu
pernikahan, penting dan dibutuhkan oleh seorang yang ingin melangsungkan

pernikahan, terutama pihak dari perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki tidak
| diperlukan adanya wali.2

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah
akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini dituangkan dalam hadits
Nabi. Nabi SAW Bersabda:

:33‘;’3’!,&"{{3‘ U TR S I P
Artinya : "Diriwayatkan dari abi musa, sesmggubnya nabi Saw bersabda : tidak

ada nikah kecvali dengan Wali."

! Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, Cet. 1J,

2006), 69

2 M. Idris Ramulyo, Hukum PERkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan

Zakar Menurut ffuftum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), 11

3 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, (Kairo: Darul Hadis, 1999), 211
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yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham
dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki.®

Ketiga, wali Muhakkam, apabila wali yang berhak tidak dapat
menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena
menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti
kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan
dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan
yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan
tadi yang ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah yang disebut
wali muhakkam.

Perkara wali, apabila wali nasab berhalangan atau ada/ maka wali hakim
yang menjadi wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Hal ini

sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:
PR ° er o » s oo - .2 . B’/A‘ e, M 2o s Tle 2. - 0
G 9;¥ﬁ;i¢a§s:,§uf,r1a,i,um\&:u\ Sy J6 6 e 2

P ) -, e - - - L3 - e - s P 4 - . r:
o3 QUG Vo Ofilate ol Uy Gl 56l G 53 05, oife e bl &

859

Artinya: “Diriwayatkan dari urwalh, dari aisyah ia berkata : telah bersabda
Raswnllah SAW. Setigp perempuvan yang melangsungkan pernikahan
tanpa seizing walinya, maka pernikahan batal, batal, batal dan jika
(silaki-laki/svami)campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat
kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan owt, jika para wali

¢ Peraturan Menteri Agama RI. No. 30 Tahun 2005.



(bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali bagi
orang yang tidak mempunyai wali.”

Dalam Komepilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 23 yaitu:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.

2. Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut.

Terjadinya wali adal disini memang tidak dapat kita pungkiri hal itu
dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak
perempuan dengan orang tua (walinya). Terkadang ada juga perbedaan pendapat
atau wali takut dengan istri schingga wali tersebut enggan menjadi wali bagi
anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

Mengenai kasus wali adal karena takut pada isteri yang ada di Pengadilan
Agama Lamongan, dalam hal ini hakim mempertimbangkan dan mempunyai
dasar hukum untuk menetapakan bahwasannya wali pemohon adalah wali adal.
penetapan wali adal yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan
sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku karena pemohon
memberikan keterangan bahwasannya wali pemohon itu adal karena takut pada

isteri.

7 Abu Daud Sulaiman, Suran Abu Deed Kairo: Darul Hadis, 1999), 891.



Fenomena tersebut sangat menarik untuk dikaji karena alasan takut pada
istri yang di kemukakan oleh wali sebagai alasan yang utama, padahal
kedudukan istri dari wali pemohon merupakan ibu tiri. Yang tidak seharusnya
mengatur keinginan pemohon dalam urusan perkawinan apalagi dalam
menentukan calon suami, selama calon suami tersebut dibenarkan oleh syari’at ,
bangsa dan agama.

Berdasarkan wuraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis
penetapan Pengadilan Agama Lamongan nomor : 39/pdt.p/2009/PA.lmg.

Tentang Wali Adal.

. Rumusan Masalah

I. Apa latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita di bawah
perwaliannya? |

2. Apa dasar hukum Hakim PA Lamongan dalam menetapkan wali adal?

3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang Penetapan Hakim Pengadilan

Agama lamonagan nomor : 39/pdt.p/2009/PA.Lmg?

. Kajian Pustaka
Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang wali ada/ di

Pengadilan Agama di antaranya sebagai berikut:



Pertama, skripsi yang berjudul "Wali Adal karena Khawatir Terjadi
Penganiayaan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:
07/pdt.P/2008/PA.Ngj.)" yang ditulis oleh saudara Muhammad Jappar pada
tahun 2008. skripsi ini membahas 3 hal penting; 1) Latar belakang wali yang
enggan menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya, 2) Dasar hukum
dalam menetapkan wali adal, 3) Analisis hukum Islam tentang wali adal karena
khawatir terjadi penganiayaan.

Kedua, sekripsi yang berjudul "Kajian Islam tentang Wali Ada/ karena
Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan di Pengadilan Agama Gresik (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 23/pdt.P/2006/PA.Gs)" yang
ditulis oleh saudara M. Zaenul Hasan pada tahun 2004. skripsi ini membahas
tentang ; 1) Deskripsi wali adal karena alasan tidak mendapatkan harta warisan,
2) Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam menetapkan wali ada/. 3) kajian
hukum Islam tentang wali ada/karena alasan tidak mendapatkan harta warisa.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap
Penetapan Pengadilan Agama Sodiarjo tentang Wali Ada/ (Penetapan Nomor:
80/pdt.P/2007/PA.Sdj)", yang ditulis oleh saudari Lina Mahmudah pada tahun
2008. skripsi ini memfokuskan tentang; 1) Bagaimana proses penetapan
Pengadilan Agama Sidoarjo tentang wali ada/, 2) Deskripsi tentang penetapan
wali adal, 3) Analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama

Sidoarjo tentang wali adal.



Keempat, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 02/pdt.P/2008/PA Pas. Tentang
Wali Adal Karena Calon Suami Muallaf" yang ditulis oleh saudara Moh. Ali
pada tahun 2008. Setidaknya ada 2 permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
yaitu; 1) Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan tentang wali ada/ karena calon
suami muallaf. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama
Pasuruan tentang wali ada/karena calon suami muallaf,

Kelima, skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap
Penetapan PA Gresik Nomor: 0028/pdt.P/2009/PA.Gs tentamg Wali Ada/
Karena Mantan Isteri Calon Suami Tinggal Satu Desa dengan Wali", yang ditulis
oleh saudara Ahmad Sahal pada tahun 2010. skripsi ini membahas tentang; 1)
Bagaimana deskripsi terhadap penetapan PA Gresik tentang wali ada/ karena
mantan isteri calon suami tinggal satu desa dengan wali, 2) dasar hukum yang
diambil oleh hakim dalam menetapkan wali adal, 3) analisis hukum Islam
terhadap penetapan PA Gresik tentang wali ada/ karena mantan isteri tinggal
saru desa dengan calon suami.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas "Penctapan Hakim PA
Lamongan Nomor: 39/ptd.P/2009/PA.Lmg Tentang Wali Ada/ Dalam Perspektif
Hukum Islam". Meskipun ada keterkaitan dengan skripsi di atas terutama
masalah wali adal, tetapi dalam skripsi ini wali ada/karena wali takut pada isteri

dan juga meneliti tentang dasar hukum Hakim dalam menetapkan wali ada/



isteri di PA Lamongan selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam terhadap

Hakim PA Lamongan tentang wali aga/ karena takut pada isteri.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk menegtahui anatara lain :

1.

Untuk mengetahui latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita
di bawah perwaliannya.

Untuk mengetahui dasar majelis hakim dalam menetapkan perkara wali adal
Untuk mengetahui penctapan hakim dalam perkara wali adal dengan alasan

wali takut pada istri.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1.

Secara teoritis :

a. Sebagai sumbangsih penulis terhadap pengembangan keilmuan mengenai
cara hakim menetapkan wali ada/

b. Dan juga digunakan untuk pengembangan keilmuan hukum Islam tentang

perkawinan khususnya masalah wali adal



2. Secara parktek :

a. Dapat dijadikan alternatif secara antisipasi akan adanya bahaya
kemudhorotan keberatan wali nasab yang otoriter (demi terciptanya
kemaslahatan umat).

b. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah berikutnya

dalam permasalahan yang hampir sama.

F. Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih jauh perihal upaya dalam pencarian
kebenaran secara hukum Islam tentang wali ada/ karena takut pada isteri, dan
juga dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencerna pokok
yang ada dalam skripsi ini. Maka penulis sedikit menjelaskan atau memberikan
definisi terhadap permasalahan pokok dalam skripsi ini yang nantinya berfungsi
sebagai landasan operasional yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini,
yaitu; "Penetapan Hakim PA Lamongan Nomor: 39/ptd.P/2009/PA.Lmg
Tentang Wali Ada/Dalam Perspektif Hukum Islam"

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi beberapa istilah yang terkait
dengan judul, antara lain:

Penetapan hakim PA Lamongan nomor: 0039/Pdt.P/2009/PA..Lmg

adalah penetapan wali ada/karena takut pada isteri.
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Walia adal adalah wali nikah yang enggan menjadi wali nikah karena
tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya.®

Perspektif hukum Islam adalah pandangan yang terdapat dari al-Qur’an,
hadits, dan pendapat beberapa ulama’.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional ini
adalah wali tidak mau menjadi wali nikah bagi wanita yang ada di bawah
perwaliannya karena wali takut pada isteri, kemudian oleh hakim, wali tersebut
ditetapkan sebagai wali ada/, sesudah hakim memerintahkan wali untuk bersedia

menjadi wali nikah bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya.

G. Metode Penclitian
1. Jenis Penelitian
Jenis data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yang
sumber datanya sebagian besar diperoleh dari lapangan secara langsung dan
dilengkapi dengan telaah pustaka.
2. Data yang Dikumpulkan
Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
a. Data tentang penctapan PA Lamongan Nomor 39/pdt.P/ 2009/PA.Lmg.
b. Data tentang hal yang melatarbelakangi wali enggan menikahkan wanita

yang ada di bawah perwaliannya.

$ Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengaddan
Agama, (Bandung: CV. Diponegoro, Cet. I, 1991), 30
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c. Data tentang dasar perimbangan hukum Hakim dalam menetapkan
perkara wali ada/ karena takut pada isteri.
3. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Merupakan data yang bersifat asli, utama dan penting yang
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan

dan berkaitan dengan penelitian,’

yaitu dokumen penetapan perkara No.
39/pdt.P/2009/PA.Lmg."
b. Data Sekunder
Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam
melengkapi serta menjelaskan sumber data primer'®, dalam hal ini berupa
bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
1) Figih Lima Mazhab, Mohamad Jawad Mughniyah
2) Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Fokus Media
3) Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Soemiyati
4) FigihSunnah Juz 7, Sayyid Sabiq
5) Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI

6) Ringkasan Hadis Sahih Bukhari, Imam Az-Zabidi

? Syaifuddin azwar, Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), 91.
10 . .
-Ibid., 92
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7) Koleksi Hadis Nabi yang disepakati Bukhari dan Muslim, Labib M.Z.
8) Sunan Abu Daud Sulaiman, Abu Daud Sulaiman.
9) Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di
Pengadilan Agama, Much. Anwar
10) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Amir Syarifuddin.
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumnetasi, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi yaitu; cara mengumpulkan data melalui peninggalan
tertulis, seperti arsip-arsip dan telaah pustaka yang meliputi: buku-buku
tentang pendapat-pendapat, teori-teori, dalil-dalil atau hukum-hukum
yang berhubungan dengan penelitian.'!
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip penetapan
PA Lamongan dengan No. Perkara 39/pdt.P/2009/PA.Lmg dan telaah
pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawamcara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan informasi dengan

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

lisan pula.'

"' M. Nadzir,Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998),181
12 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rieneka Cipta,1997),165
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Dalam penelitian ini adalah mengadakan wawancara dan tanya
jawab dengan hakim dan panitera. Juga wawancara dengan pihak wali
dalam penetapan tersebut.

5. Teknik Analisa Data.

Analisa data merupakan upaya dan menata secara sistematis catatan
hasil wawancara dan pengamatan dokumen penetapan schingga dapat
meningkatkan pemahaman peneliti tentang dokumen penetapan wali adal'®
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif,'* yaitu suatu
prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara
atau sumbr-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang
membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini,
metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penetapan PA Lamongan
tentang wali agal karena takut pada isteri. Dan menggunakan pola deduktif,
yaitu penulis mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum
tentang wali adal, dalam hal ini al-Qur'an dan hadis, pendapat-pendapat
ulama madzab figih, Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Menteri
Agama RI kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penetapan PA

Lamongan tentang wali ada/ karena takut pada isteri.

'* Muhajir Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 107
' Basrawi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,2008),26
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H. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Perwalian dalam perspektif hukum Islam: Pengertian wali, wali
dalam perkawinan, dasar hukum penetapan wali ada/, alasan-alasan wali adal,

BAB III : Bab ini merupakan data penclitian, pada bab ini penulis
menyajikan data dari hasil penelitian yang meliputi : sekilas tentang Pengadilan
Agama Lamongan, latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita di
bawah perwaliannya, proses penyelesaian perkara penetapan wali adal/, dasar
hukum hakim PA Lamongan dalam menetapkan wali adal.

BAB IV : Bab ini memuat tentang pandangan hukum Islam yang berisi
tentang latar belakang keengganan wali dalam pernikahan wanita di bawah
perwaliannya, pandangan hukum Islam terhadap dasar hukum hakim Pengadilan
Agama Lamongan dalam menetapkan wali ada/ dan pandangan hukum Islam
terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Lamongan Nomor:
39/pdt.P/2009/PA.Lmg.

BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BABII

PERWALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wali
Dalam istilah figih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan
perlindungan. Jadi arti wali menurut figih jalah penguasaan penuh yang
diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi
barang,'
Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:
a. Pemilihan atas barang atau orang, seperti perkawinan atas budak yang
dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
b. Hubungan kerabat atau keturunan
c. Karena memerdekakan budaknya
d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas
rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang
dipimpinnya.
Sedangkan wali dalam terminologi para fugoha’ (pakar hukum Islam)

seperti diformulasikan Wahbah Az-Zuhayli ialah “kekuasaan/ otoritas (yang

! Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, (Y ogyakarta: Liberty Cet. 1, 1982), 41 i

15
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dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri
tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain”.

Dalam garis besarnya wali itu dapat dibagi atas
a. Perwalian atas orang
b. Perwalian atas barang
¢. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Sedangkan yang dibicarakan dalam masalah ini adalah masalah terhadap
manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Wali adal, kata wali ada/berasal dari bahasa Arab, yaitu;

Wak — Jiaw —Jab yang artinya “menckan, mempersempit, mencegah,

menghalang-halangi, menahan kehendak”? Sedangkan wali adalialah wali nikah
yang enggan menjadi wali nikah karena tidak menyukai calon menantunya dan
sebagainya.’mengenai perkara wali ada/ ada beberapa pendapat, Al-Hamdani
dalam bukunya mengemukakan bahwa yang dimaksud wali ada/ wali yang tidak
bersedia mengawinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan
yang tidak dapat diterima, padahal wanita tersebut sudah mengenal calon

suaminya baik dari segi kafa’ah maupun budi pekertinya.

2 Muhammad Amin Summa, Hukum Kelvarga Islam di Dunis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2005), 134
3 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Miumawir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progresnf,2002),94l

4 Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan dl Pengadilan Agama,
(Bandung: CV. Diponegoro, Cet. I, 1991), 30 :
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B. Kedudukan Wali dalam Perkawinan
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah sangat dibutuhkan, karena
tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini dijelaskan

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa, Nabi SAW bersabda,

., ® - - A o'z*‘ e LI o .
SNy Je el Lot ol L e
Artinya : “Diriwayatkan dari Abi Musa, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

tidak ada nikah kecuali dengan wali.”®

Ulama’ Hanafiah, dan Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa hadis di atas
mengandung arti, pertama: tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali,
bukan berarti tidak sah. Kedua, bila \kata tidak, itu diartikan dengan tidak sah,
maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sehat
akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut ulama’ Hanafiyah seperti
ulama’ Jumhur, juga mewajibkan adanya wali.®

Hadis lain yang menjelaskan bahwasannya perkawinan tanpa adanya
wali, maka nikahnya batal, diriwayatkan oleh Urwah dan ‘Aisyah, Nabi SAW

bersabda:

5 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud Juz 2, (Kairo: Darul Hadits,1999), 211.
¢ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Jakarta: Kencana, Cet. I, 2006), 73
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Artinya : “Diriwayatkan dari Urwah, dari ‘Aisyah ia berkata: telah bersabda
Rasulullah SAW. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan
tanpa seizin dari walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan
Jika (51 faki-fakiy suami} campurr dia, maka wajib atasnya bayar mahar
buat kehormatan yang ia felah lakukan dari perempuan itv. Jika para
wall (bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali
bagi orang yang tidak mempunyai wali”

Hadis di atas, menurut ulama’ Hanafiyah dan pengikutnya mengatakan
perkawinan yang batal itu bila perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali, bukan
yang mengawinkan hanyalah wali.

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 19 juga menjelaskan, yaitu; “Wali
nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”®

Sedangkan orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada 3
kelompok;

Pertama, wali nasab, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon
mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon

mempelai perempuan.9

7 .
Ibid, 891
% Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Isiam, (Bandung: Nuansa Aulia,2008), 7
® Soemiyati, Hukum Perkswinan IdJam dan Lindang-Undang Perkawinsn UU No. ] Tabun 1974
Tentang Perkawinan41 . :
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Kedua, wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang
ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon
mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.'’

Ketiga, wali muhakkam, yaitu apabila wali yang berhak tidak dapat
menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena
menolak menjadi wali.'' Dalam Kompilasi Hukum Islam pembagian wali itu
diatur dalam pasal 20 ayat (2) yaitu; “wali nikah terdiri dari; a. Wali nasab; b.
wali hakim”.

Mengenai pembagian wali nasab, jumhur ulama’ yang terdiri dari
Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi’ah imamiyah, membagi wali itu
kepada dua kelompok."

Pertama wali dekat atau yang disebut dengan wali Mujbir ialah wali yang
dapat memaksa (ijbar) terhadap gadis yang ada di bawah perwaliannya, untuk
dikawinkan dengan lelaki tanpa seizin gadis yang bersangkutan, sementara
terhadap anak atau cucunya yang telah menjawab wali tidak mempunyai hak
ijbar,”® Wali Mujbir ini diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah kawin
(perawan) baik masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Dalam sebuah hadis

disebutkan

1% Peraturan Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Y Ibid,, 49

2 Amir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, Cet. L, 2006),75

13 Mushtafa Kamal, Ms. Cholil, Wahardjani, Fikif Islam, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. [,
2002), 260 :
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Artinya: “Hadis ‘Aisyah ra. Dimana ia berkata: Nabi SAW. Mengawini aku
dalam wsfa coam tahua, lalu kami bersngkat ke Madinsh tinggal di
Banil Harits bin Khajraj, lantas aku sakit panas sehingga rambutku
ronfok dan tinggal Jumaimah (rambut yang memanjang sampai kedua
bahu). Lalu ibuku Immu ruman, datang kepadaku sementara aku sedang
bermain ayunan bersama-sama dengan kawan-kawanku lantas ibuku
berteriak memanggil aku, maka aku datang kepadanyas, tidak tshu apa
yang ia kehendaki memanggil aku. Kemudian depan pintu rumah saat
Itu nafasku setengah-tengah hingga tenang kembali, kemudian ibuku
mengambil air, Jalu mengusapkan ke muka dan kepalaku, kemudian
memasukkan aku ke dalam rumah dan banyak wanita ashar di dalam
rumah, lalu mereka berkat a; 'ALAL KHAIRI
WALBARAKA, WA'ALA KHAIR] THA'AIR, yang artinya,
berbahagialah dan pepub barakah dan sungguh sangat beruntung,
kemudian ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Lalu mercka
menghias diriku dan aku tidak menyangka ternyata tiba-tiba Rasulullah
datang kepadaku pada waktu dhuka, lantas ibuku menyerahkan aku
kepada beliau, waktu itu berusia sembilan tahun.**

14 1 abib, M.Z., Koleksi Hadis Nabi Yang Disepakati Bukhari dan Muslim, (Tuban; Yayasan Amanah,
1997), 206-208
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Hadis di atas menjelaskan bahwasanya seorang ayah diperbolehkan
mengawinkan anak gadisnya walaupun masih kecil.

Para ulama’ madzab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya,
masalah ini wali berhak mengawinkan anak perempuan yang masih kecil. Akan
tetapi Syafi’i dan Hambali mengkhususkan perwalian ini hanya terhadap anak
perempuan kecil yang masih perawan, tidak terhadap perempuan kecil yang
sudah janda."> Mengenai wanita yang baligh dan berakal sehat, ulama’ Syafi’i,
Maliki, dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu
masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia
janda, maka hak itu ada pada keduanya, seorang wali harus meminta persetujuan
kepada anak perempuannya yang mau dinikahkan, hal ini dijelaskan dalam

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

3% 35,08 ,r 80 s s 3 ° s o3 L ’:r’zr o'z‘\, ’r ’.’:10/‘ ‘e .
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Artinya: “fHadis Abu Hurairal, baliwasanya Nabr SAW bersabda: *Janda tidak
bisa dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannys. Dan gadis tidak
dinikahkan, sehingga ia diminta izinnya, para sahabat bertanya: wahai
Rasulullah bagaimana tanda izin itu? Beliau bersabda bila gadis itu
diam.”

5 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzab, (Jakarta: Lentera, Cet. 18,2006), 347



22

Al-Bukhari mentakhrijkan hadis ini dalam kitab nikah, bab tentang ayat
dan lainnya tidak boleh menikahkan gadis-gadis atau janda, kecuali dengan
ridlanya.'$

Aisyah juga meriwayatkan:

z ° s - -
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Artinya: “Diniwayatkan dari "Aisyah ra. Dia bertanya : “Ya Rasuflullah’
Perempuan itu pemalu? Rasulullah SAW bersabda: "Persetujvan adalah

diamnya »17

Sedangkan orang yang berhak menjadi wali mujbir ialah ayah, kakak dan
seterusnya ke atas. Wali mujbir boleh menikahkan anak perempuan yang ada di
bawah perwaliannya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Antara wali mujbir dan gadis itu tidak ada permusuhan.
2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu’ dengan wanita yang dikawiﬂkan.
3. Antara gadis dan calon suaminya tidak ada permusuhan.
4. Maharnya tidak kurang dari mahar misil.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri
dengan baik.
6. anak perempuannya masih perawan.'®
Kedua wali ab’ad atav wali jauh, yaitu; wali dalam garis keturunan selain

dari ayah dan kakek.

18 |abib, M.Z., Koleksi Hadis Nabi Yang Disepakati Bukhari dan Muslim211-212
7 Imam Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I, 2001), 913
'8 _ Sudarsanq, Pakak-Pokek Hukum Is/am, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. I, 1992), 202
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Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:'®
Ayah kandung.
Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki).
Saudara laki-laki seayah.
Saudara laki-laki seayah.
Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah

Saudara laki-laki ayah sekandung

10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).

11. Anak laki-laki paman sekandung

12. Saudara laki-laki kakek seayah

13. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Dari vrutan wali nikah di atas, Kompilasi Hukum Islam membagi urutan-

urutan wali tersebut menjadi 4 kelompok hal ini dijelaskan dalam pasal 21 ayat

(1) sampai ayat (4) yaitu:

¥ H. Zaenuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 17
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1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok
yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan
kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek
dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki
seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakak, saudara laki-laki seayah
kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-
sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang
lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling
berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya
seayah.

4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama

derajat kandung atau sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak
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menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi
syarat-syarat wali.?’

Keterangan dari kelompok-kelompok wali nasab di atas, apabila
urutannya tidak tidak memenuhi syarat maka hak menjadi wali bergeser kepada
wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Hal ini dijelaskan dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 22 yaitu:?!

"Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat

sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna

rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali
nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Penentuan perpindahan wali nikah yang dekat kepada wali yang jauh
urutannya kalau wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak
ada, yaitu;

1. Wali yang mempunyai urutan dekat tidak ada sama sekali.

2. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi belum baligh.

3. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit gila.
4. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi pikun karena tua.

5. Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak beragama Islam.

Orang-orang yang disebutkan dalam urutan-urutan wali di atas, baru

berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

20 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 8
2 Ibid, 8
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1. Laki-laki

2. Islam, seorang muslim tidak diperkenankan mengangkat orang yang bukan
Islam, semacam Yahudi, Nashrani, ataupun orang kafir sebagai walinya, baik
dalam urusan perkawinan maupun dalam urusan-urusan lainnya.”* Allah SWT
berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28 ;

COTA RS KA SR AR AN
Artinya: ’Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.’{QS.

Ali Imran:28).”

3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.

4. Berakal.

5. Merdeka.

6. Dapat berlaku adil, yang dimaksud dengan adil ialah sikap jiwa (mental)
yang enggan berbuat dosa besar atau kecil serta tingkah laku mubah yang
hina.?* Seorang wali juga tidak disyaratkan adil, seorang yang durhaka tidak
kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaan
melampauhi batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas
tidak mententramkan jiwa orang yang diurusnya, karena itu hanya menjadi

hilang.?* Di indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran madzab Syafi’i,

2 Mushtafa Kamal, Ms. Cholil, Wahardjani, Fikih Islam, 259

» Departemen Agama RI, 4I-Qur’an dan Terjemahannya,(Jakarta: Gema Risalah Press, 1986), 80
 Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama,
(Bandung: CV Diponegoro, Cet. I, 1991), 317

 Sayyid sabiq, Fikih Sunnah Juz 7, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, Cet. I, 1981), 7.
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syarat adil bagi wali mendapat tekanan, asal wali tersebut orang beragama
Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, dan dipandang sudah cukup bertindak

sebagai wali.

7. Mengetahui dengan jelas asal-usul calon suami-istri sebagai pengantin.?®

Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan tentang syarat-syarat wali,

hal ini diatur dalam pasal 20 ayat (1) yaitu:*’

"Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan baligh.”

Syarat-syarat wali juga diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 11

Tahun 2007, pasal 8 ayat (2), syarat-syarat wali yaitu:

1.

2.

Laki-laki

Beragama Islam

Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
Berakal

Merdeka

Dapat berlaku adil

Apabila urutan hak perwalian sudah memenuhi syarat semuanya tidak

ada maka hak perwaliannya pindah kepada kepala negara (shulton) atau yang

disebut dengan wali hakim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ’Aisyah,

dijelaskan;

26 R. Abdul Djamali, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, Cet. 3, 2002), 88
27 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 7
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Artinya: “....... Jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah

menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1)
yaitu; “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau agda/ atau enggan”.

Perpindahan wali nikah kepada wali hakim apabila:

1. Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh tidak ada sama sekali

2. Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, tetapi menjadi calon
mempelai pria, sementara wali nikah yang sederajat dengannya (samafsama
anak paman) sudah tidak ada.

3. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara melakukan
ihram (ibadah haiji).

4. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak diketahui tempat
tinggalnya.

5. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit
yang tidak dapat melaksanakan tugas perwaliannya.

6. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara menjalani

hukuman penjara yang tidak dapat dijumpai.
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7. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi bepergian jauh sejauh
perjalanan yang membolehkan sholat qashar.

8. Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menolak untuk
mengawinkan (adal).

9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sementara wali mujbirnya (ayah
atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.

Keterangan wali hakim di atas, apabila wali hakim tidak dapat mengganti
kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan
dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan
yang baik untuk menjadi wali, wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi
tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah disebut wali
muhakkam.”®

Wali muhakkam terjadi apabila
1. Wali nasab tidak ada.

2. Wali nasab gaib, atau dalam bepergian jauh serta tidak ada yang mewakili.

3. Tidak ada qadli atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.?®

C. Dasar Hukum Penetapan Wali Ada/
Wali ditetapkan sebagai wali Ada/ oleh hakim apabial wali itu enggan

untuk menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya, dalam hal ini, maka

% Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, Cet. 5, 1986), 66
? Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), 93
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wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan
Agama. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Nabi SAW bersabda:
s O iy ol B Lo i 505 06 06 e i Tk 1
G003 e o ol
Artinya: “Diriwayatkan dari Urwah, dari ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:
...... Jika para wali (bertengkar) maka pemerintah (sulthon) adalah
menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”
Dalam kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 23 yaitu:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau adal, atau enggan.

2. Dalam hal wali Ada/ atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama. Tentang wali
tersebut.

Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30

Tahun 2005 Tentang Penetapan Wali Adalyaitu

Bab II Penetapan Wali Ada/
(Pasal 2)

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di
luar negeri/ luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab
yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau Maqfud atau

berhalangan atau Ada/ maka pemikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
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2. Khusus untuk menyatakan Adahya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1)
pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syari’ah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Bab II Penunjukan dan Kedudukan
Pasal 3

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang
bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai
wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

2. Apabila kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas
urusan Agama Islam atas nama kepala kantor Depatemen Agama Kabupaten/
Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu
penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi
wali hakim di wilayahnya.

3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka daerah
seksi yang membidangi tugas urusan Agama Islam atas nama kepala
Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut
untuk sementara menjadi wali hakim.

Penetapan Adal/ nya wali harus dilaksanakan oleh hakim, dengan alasan
wali mendadak untuk mengawinkan (perempuan yang ada di bawah

perwaliannya), yang dinyatakan di depan hakim (dalam sidang), sesudah hakim
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Suatu kaidah fighiyah menerangkan;

,o{o P s 0 :fo ER
::)\))M‘c_._z:o)‘;ja.“

Artinya: “Keadaan darurat itu membolehkan semua yang dilarang’ >

D. Alasan-Alasan Wali Ada/

Alasan wali ada/yang enggan menjadi wali nikah bagi wanita yang ada di
bawah perwaliannya sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini
disebabkan karena wali .tidak menyukai calon menantunya tersebut. Atau
mungkin hubungan wali dengan anak perempuannya renggang, schingga wali
tersebut enggan menjadi wali nikah, dan penyebab-penyebab lainnya yang
menjadikan enggan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang ada di bawah
perwaliannya. Keterangan tersebut, dalam hukum Islam alasan-alasan wali ada/
ada yang dibenarkan oleh syara’, dan ada juga yang tidak dapat dibenarkan oleh
Syar’i.

Alasan-alasan wali ada/yang dibenarkan oleh syara’ ialah:

Pertama, calon suaminya orang kafir, seorang wali boleh menolak
menjadi wali nikah apabila calon menantunya orang kafir, begitu pun sebalikny
wali dilarang menikahkan anak perempuannya dengan orang kafir, hal ini

dijelaskan dalam surat An-Nur ayat (3) Allah SWT berfirman:

32 Jaih Mubarok, Kaidah Figh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002), 149
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Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang

mukmin”*(QS. An-Nur:3)

Maksud dari ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin
dengan pezina atau musyrik, demikian pula sebaliknya kedua calon suaminya
jelek akhlaknya (fasik), dalam hal ini wali juga boleh menolak menjadi wali
apabila calon menantunya itu pemabuk, atau fasik, begitupun sebaliknya, hakim
hendaknya memperhaiikan hal ini, supaya membatalkannya.>* Dalam al-Qur’an
dijelaskan, Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 3 yang bunyinya:

b i L8781 oy 18768 oy U iy 55 g il o L gy

(\Y) p ‘:.,LEI\U‘ o) WSGE

Artinya: ”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. e

3 Departemen Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahannya, 543
34 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 7, 38
% Departemen Agama R1, Al-Qur ‘an dan Terjemahannya, 847
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Ayat ini mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama
pada semua orang. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali
karena taqwanya kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah dan hak manusia,

Ketiga calon suaminya mempunyai cacat tubuh yang menghalangi
tugasnya sebagai suami, wali juga berhak melarang anak perempuannya menikah
dengan laki-laki yang menghalangi tugasnya sebagai suami. Di kalangan mazab-
mazab figih terdapat rincian-rincian cacat tubuh bagi laki-laki yaitu:*®
1. Impotensi
2. Gila
3. Al-Jub, artinya terpotongnya zakar
4. Al-Khasa’ artinya pecahnya buah zakar.

Keempat kaf’ab/ kufw’, ialah persamaan derajat antara suami dengan istri.
Kriteria kufu’ yaitu: 1. Nasab; 2. Islam; 3. Iffah (terpeliharanya diri dari
perbuatan tercela), agama, pekerjaan, kekayaan. Segolongan ulama’ berpendapat,
tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafa’ah.’’ Kesepakatan tersebut
didasarkan pada firman Allah dalam surat as-Sajdah ayat 18

(VA byt ¥ il 5 325 L33 5 3
Artinya: ” Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik?

mereka tidak sama. {QS. AS-Sajdah:18)

36 , Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, Cet. 18, 2606), 355
37 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 142.
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Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, Nabi SAW bersabda:
L@JLJ g.) o\}..“cgg Jb}n}&&\éw@\& ﬁéﬁs\@p,(}}@ %

(s ) B 515, 30 uu, A EAIA GLs) Gl

Pl

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi SAW. Bersabda:
“perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena
statusnya orang tuanya/ keluarganya, karena kecantikannya dan
karena agamanya. Karena itu nikahilah perempuan karena agamanya,
maka kamu akan memperoleh keuntungan yang tidak terhingga.”®

Masalah knfu’ dalam perkawinan, tidak menentukan sah atau tidaknya
suatu pernikahan karena kufu’ adalah hak bagi wanita atau walinya>
Keterangan tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 yaitu:

“Tidak sekufu’, tidak dapat dijadikan | alasan untuk mencegah

pcrkawman, kecuah tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau ikhtilafu
al-Din”.*

Sedangkan alasan-alasan wali ada/ yang tidak dapat dibenarkan oleh
syar’l yaitu apabila perempuan yang sudah baligh, berakal ingin menikah dengan
laki-laki yang sekufu’, sedangkan walinya menolak menjadi wali nikah bagi
perempuan tersebut. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah
ke wali hakim bukan kepada wali ab’ad, karena ada/ adalah zalim, sedangkan
yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.*! Dalam al-Qur’an surat

al-Baqarah ayat 232 dijelaskan, firman Allah SWT.

%% Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 1, 2001), 907
3 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 2, 2006),

97.

40 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 19
41 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat I, 96
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Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mercka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf” (QS. Al-Baqarah:232)

Yang dimaksud dengan bekal snaminya adalah ayat di atas adalah kawin

lagi dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lainnya.

- 2 oz.:g 7.6 - r:”: 0 ~ ! aﬁz’.’:azﬁr.r s 0 Lo- 0 -
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Artinya: “Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar r.a. dia berkat: aku mengawinkan
sawdara peremipoanta dengan scoracg (alr-lady yang Kearedian dia
menceraikannya. Ketika masa iddahnya berakhir, laki-laki itu datang
meminangnya lagi, lalu aku katakan padanya: “dulu aku telah
mengawinkanmu dengannya dan aku juga telah menghargaimu, tetapi
kamu menceraikannys, sckarang kamu datang meminaaguya lagi. Demni
Allah, saudara perempuanku tidsk boleh menjadi istrimu lagi.” Laki-
faki tersebut bukaniah orang jahat dan perempuan itu ingin kembali
kepada mantan svaminya, maka Allah menurunkan ayat (yang artinya):
...... maka janganiah kamu menghalangi mereka...... "(Al-Qur’an Surat
al-Baqarah:232) kata ma’'qil bin Yasar: “Ya Rasulullah! Sekarang aku

- akan melakukannys. Kata perawi: maka Ma’'qil mengawinkan lagi
sawdara perempuammya dengan laki-laky tersebat. s

-*2 Departemen Agama RlI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 56

913

* Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I, 2001), 912-
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PENYELESAIAN PERKARA WALI ADAL DALAM PENETAPAN

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NOMOR:
39/PDT.P/2009/PA.LMG

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Lamongan

1.

Kompetensi Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan
Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu ( Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama).

Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-undaﬁg Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Pengadilan Agama Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada
tingkat pertama anatara orangorang beragama Islam di bidang: Perkawinan,
Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah
Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya
apabila diminta ( Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan

awal bulan pada tahun Hijriah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun

38
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2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama ).

Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai
dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan
melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan secsuai
dengan peraturan yang telah ditentukan.

. Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan

Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang berkedudukan
di J1. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
meliputi : 30 Kecamatan terdiri dari 475 Desa dan Kabupaten Lamongan
terletak pada belahan bumi 7° 8’ Lintang Selatan dan 112° 25’ Bujur Timur
dengan ketinggian rata-rata 7 M diatas permukaan air laut.

Batas-batas sebelah utara laut jawa, sebelah timur Kabupaten Gresik,
sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat
Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Sedangkan wilayah hukum
Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan jarak tempuh minimal 1 km, dan
maksimal 70 km.

. Profil hakim yang menetapkan putusan perkara wali adal karena takut pada
isteri
Nama : Drs. Nurhadi, M.H

Jenis Kelamin ; Laki-laki
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Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 04 Desembere 1954
NIP : 195412041983031001
Jabatan : Hakim Madya Muda

Pangkat/ Golongan : Pembina TK. 1 (IV/b)

TMT Gol. : 01 Oktober 2010
TMT Mutasi : 03 Juni 2006
Alamat Kantor : J1. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan 62291

Nomor Telp Kantor :0322-321185

No. Fax :0322-311017

B. Latar Belakang Keengganan Wali dalam Menikahkan Wanita di Bawah
Perwaliannya

Pada tanggal 14 juli 2009 pemohon dengan surat permohonannya
mengajukan wali ada/ di pengadilan agama lamongan, telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

Bahwasannya pemohon yang bernama Rosipah binti Rasiyat, umur 50
tahun, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di desa Sidomukti kecamatan
Brondong kabupaten Lamongan, ingin menikah dengan calon suami yang
bernama Warsiman bin Wasidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh

tani, tempat tinggal di desa Sidomukti kecamatn Brondong kabupaten
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Lamongan, namun keinginan pemohon tidak mendapatkan restu dari wali
pemohon yang bernama Rosiyat, dengan alasan takut pada istri.

Hubungan pemohon dan calon suami pemohon telah berlangsung selama
1 tahun 1 bulan di rumah kediaman bersama orang tua pemohon atau termohon.
Hubungan tersebut sangat erat dan sudah saling mencintai serta sulit untuk
dipisahkan. Selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon
telah mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dan calon suami
pemohon. Bahkan calon suami pemohon telah meminang atau melamar pemohon
2 kali, namun ayah atau kakak pemohon dengan alasan takut pada istri.
Penolakan ayah atau kakak pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak
berorentasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan pemohon sebagai anak atau
adik. Oleh karena itu, pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan
pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan :

Pertama pemohon telah dewasa (status janda mati) telah siap untuk
menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, bagi calon suami pemohon telah
dewas (status duda mati) dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala
rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.
600.000 (enam ratus ribu) setiap bulannya.

Kedua pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Ketiga pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon
suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal
yang bertentangan dengan hukum Islam.

Bahwa pemohon juga telah memberitahukan kehendak pernikahannya
dengan calon suami pemohon ke Kantor Urusan Agama tersebut, dengan surat
penolakan Nomor : KK.13 24.22/PW.01/147.2009. tanggal 13 Juli 2009, karena
wali pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara pemohon

dengan calon suami pemohon.

C. Proses Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Lamongan.

Perkara permohonan penetapan wali ada/ termasuk perkara voluntair,
yang bisa mengajukan ke pengadilan hanyalah yang bersangkutan (calon
mempelai perempuan), wali pemohon bukan yang termasuk menjadi pihak.'

Permohonan penetapan wali adal itu diperiksa dengan secara singkat 2

> yakni hanya

Proses pemeriksaan voluntair bersifat sepihak, sederhana,
mendengarkan keterangan-keterangan dari :
Pertama keterangan dari pemohon, dalam perkara penetapan nomor :

39/pdt.p/2009/PA.Lmg. pemohon memberikan keterangan dalam surat

permohonannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

! Imam Wahyudi (selaku wakil panitera), wawancara, lamongan, 25 november 2010

2 Mahkamah Agung R1, Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I

3 Mardani, Hukum Acara Perdata Persdilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta, Sinar
Geafika, Cet I, 2009), 81
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Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah
berlangsung selama dirumah kediaman bersama orang tua pemohon atau
termohon selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di
kediaman bersama orang tua pemohon atau termohon selama 1 tahun 1
bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon atau
termohon, dan hubungan tersebut sangat erat dan sudah saling mencintai
serta sulit untuk dipisahkan.

Bahwa selama ini orang tua pemohon atau keluarga pemohon dan orang tua
atau keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan
cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan
calon suami pemohon telah meminang atau melamar pemohon sebanyak dua
kali, namun ayah atau kakak pemohon yang bernama dst tetap menolak
dengan alasan wali pemohon tidak mau menjadi wali karena takut dengan

istri (ibu tiri pemohon).

. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau

membujuk ayah atau kakak pemohon yang bernama dst pemohn agar
menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon
suami pemohon tersebuf, akan tetapi ayah atau kakak pemohon bernama dst
pemohon tetap menolak.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah atau kakak pemohon bernama

dst pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi



pada kebahagian dan atau kesejahteraan pemohon sebagai anak atau adik.

Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan

pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan :

a.

Pemohon telah dewasa (status duda mati) telah siap unuk menjadi
seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami
pemohon telah dewasa (status duda mati) dan telah siap untuk menjadi
seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai
pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu)
setiap bulannya.

Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami
pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal

yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

. Bahwa pemohon telah memberitahukan kehendak pemikahan antara

pemohon dengan calon suami pemohon ke Kantor Urusan Agama kecamatan

Brondong kabupaten Lamongan, namun ditolak oleh kepala Kantor Urusan

Agama tersebut, dengan surat penolakan Nomor : brondong 14 Juli 2009

karena wali pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara

pemohon dengan calon suami pemohon.
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Kedua memeriksa bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan oleh kepala Kantor Urusan Agama
kecamatan Brondonng Kabupaten Lamongan Nomor : KK. 13. 24.
22/PW.01/147/2009. Tanggal 13 Juli 2009 yang sesuai dengan aslinya
dan bermaterai cukup (P.1)

2. Fotokpi surat pernyataan janda mati dari desa sidomukti kecamatan
Brondong kabupaten Lamongan tanggal 12 Juli 2009 yang sesuai dengan
aslinya dan bermaterai (P.2)

3. Fotokopi surat pernyataan duda mati dari desa sidomukti kecamtan
Brondong kabupaten Lamongan, tanggal 12 Juli yang sesuai dengan
aslinya dan bermaterai cukup (P.3)

Ketiga memeriksa keterangan-keterangan saksi dalam perkara ini
pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Hanafi bin mufid umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pembanttu PPN, tempat kediaman di desa sidomukti kecamatn Brondong
kabupaten Lamongan.

Di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahawa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga

pemohon.
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Bahwa saksi kenal dengan calon suami pemohon namanya adalah
warsiman.

Bahwa pemohon dengan calon suaminya bermaksud untuk menikah,
namun wali pemohon tidak mau untuk menjadi wali dengan alasan tidak
mau tahu urusan perkawinan pemohon.

Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan pemohon dengan calon
suaminya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Bahwa calon suami pemohon adalah mempunyai pekerjaan tetap sebagai
petani.

Bahwa saksi mengetahui anta pemohon dan calon suami pemohon tidak
ada hubunngan darah dan susuan.

Saksi I : Niswati binti jono, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan

pembantu tani, tempat kediaman di desa Sidomukti kecamatan Brondong

kabupaten Lamongan.

Di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut :

a.

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara ipar
pemohon.
Bahwa saksi kenal dengan calon suami pemohon namanya adalah

warsiman.
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c. Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon bermaksud untuk menikah
namun wali pemohon tidak mau menjadi wali dengan alasan tidak mau
merestui perkawinan pemohon.

d. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan pemohon dengan calon
suaminya tanpa ada paksaan dari orang lain.

e. Bahwa calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai
petani.

f. Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan calon suaminya tidak ada
hubungan saudara atau susuan.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali pemohon tidak hadir,
walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi dengan surat panggilan
pertama tertanggal 17 Juli 2009 dan surat panggilan kedua tertanggal 31 Juli
2009.

Berdasarkann keterangan pemohon yang didukung dengan bukti (P.1)
dan keterangan saksi-saksi, pengadilan menemukan fakta di persidangan,
bahwa pemohon benar-benar berkehendak menikah dengan calon suaminya
itu, tetapi pemnikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena walinya
tidak bersedia wali nikah, sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah
sedemikian eratnya dan khawatir akan terjadi hal-hal yang mnelanggat

aturan agama dan susila, jika pernikahan dimaksud tidak segera
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dilangsungkan maka oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan wali tersebut

ditetapkan wali adal.

D. Dasar Hukum Hakim PA. Lamongan dalam Menetapkan Wali Ada/

Untuk menetapkan wali ada/ karena takut pada istri, ada dua segi yang
menjadi pertimbangan hakim yaitu :

Pertama tindakan wali ada/ dibenarkan oleh hakim, karena khawatir
nantinya akan dibuat acuan atau contoh bagi yang lain untuk melakukan hal
tersebut.

Kedua adalnya wali dinyatakan tidak benar karena menjaga atau untuk
kemaslahatan kedua calon mempelai agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa
atau kemaksiatan fitnah.*

Berdasarkan keterangan pemohon yang didukung dengan bukti (P.1), dan
juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, maka telah cukup
bukti wali pemohon tersebut adalah ada/ Dengan demikian pemohon telah
memenuhi ketentuan, apabila wali itu ada/ maka wali hakim yang bertindak
sebagai wali nikah.

Tentang hukumnya, disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor

30 Tahun 2005.°

4 Suhardi Selaku Hakim Anggota, wawancara 30 Desember 2010
% Peraturan Agama Nomor 30 tahun 2005



49

Bab II penetapan wali hakim, pasal 2 :

2.

1.

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilahnya
Indonesia atau diluar negeri atau luar wilayah territorial Indonesia,
tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali atau wali
nasabnya tidak memenuhi syarat, atau maqfud, atau berhubungan,
atau aga/, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
Khusus untuk menyatakan adahya wali sebagaimana tersebut pada
ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama atau
mahkamah syari’ah yang mewilayahi tempat tempat tinggal calon
mempelai wanita.

BAB III Penunjukan dan kedudukan

pasal 3:

Pasal 4

1.

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan (KUA) dalam wilayah
kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk
menikhakan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (1) peraturan ini.

Apabila kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi
tugas urusan agama Islam atas nama kepala kantor departemen agama
menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat
untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka
kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama
kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada
kecamatan tersecbut untuk sementara menjadi wali hakim, dalam
wilayahnya.

Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan
haji diberi wewenang untuk dan atas nama Menteri Agama menunjuk
pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali
hakim pada perwakilan Republik Indonesia diluar negeri sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan.

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas
dasar usul perwakilan Republik Indonesia di Negara tersebut.
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Bab IV

Akad nikah pasal 5

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali
kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita,
sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adahya
wali.

2. Apabila wali nasabnya tetap adal, maka akad nikah dilangsungkan
dengan wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007

pasal 18 yaitu6 ;

Pada ayat 4 : Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim,

apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak

memenuhi syarat, berhalangan atau adal.

Ayat 5 agahya wali scbagaimana dimaksud ayat (4) ditctapkan dengan

keputusan pengadilan.

Pelaksanaan wali hakim juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum 1slam

pasal 23 yaitu’:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau goib atau ada/ atau enggan.

2. Dalam hal wali ada/ atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama
tentang wali tersebut.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan wali adal di

pengadilan agama lamongan, selain mengacu pada peraturan menteri agama dan

kompilasi hukum Islam. Juga mengacu pada pendapat pakar hukum Islam dalam

kitab I’anatu at-Talibin juz 3 halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut :

6 Peraturan Menteri Agama Nomor : 11 Tahun 2007
7 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 8
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Artinya : “Bila jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka hakimlah

yang mengawinkannya.”

Berdasarkan hukum yang telah disecbutkan diatas, maka pernikahan

antara pemohon dan calon suami pemohon dapat dilangsungkan dengan wali

hakim.



BABIV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PA
LAMONGAN NOMOR : 39/PDT. P/2009/PA. LMG
TENTANG WALI ADAL

. Pandangan Hukum I[sfam tentang Latar Belakang Keengganan Wali dalam
Pernikahan Wanita di Bawah Perwaliannya
Alasan-alasan wali yang menolak menjadi wali nikah bagi wanita yang
ada di bawah perwaliannya kalau dilibat dari segi hukum ada dua analisa yaitu :
Pertama, alasan wali tersebut dapat dibenarkan oleh syar’i dan
berdasarkan hukum yang berlaku apabila calon suami dan anak perempuansi wali
itu adalah :

1. Orang kafir

2. Orang fasik .

3. Orang cacat yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai
suami.

4. Orang yang tidak sekufu’, Tidak sekufu’ tidak bisa dijadikan alasan untuk
tidak bisa melangsungkan perkawinan. Terutama tidak sekufu’ masalah
kekayaan, nasab, dan pekerjaan. Apabila keduanya rela walaupun tidak .
sekufu’ maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku.

52
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Kedua, alasan wali tersebut tidak dibenarkan oleh syar’i dan tidak
berdasarkan undang-undang yang berlaku apabila perempuan yang sudah baligh,
berakal dan sekufu’, sedangkan walinya menolak menjadi wali nikah bagi anak
perempuannya tersebut.

Alasan itu dalam perkara penetapan yang dibahas dalam penelitian ini
adalah wali yang tidak mau menjadi wali nikah bagi anak perempuannya tersebut
karena takut kepada istri.

Alasan wali tersebut tidak dibenarkan oleh syar’i dan tidak berdasarkan
hukum karena kalau dilihat dari bentuk penetapannya yang telah ditetapkan.
Penulis melihat antara pemohon dan calon suami pemohon sama-sama umur 50
fahun, pekerjaannya sama-sama buruh tani, dan statusnya kalau pemohon
berstatus janda mati sedangkan calon suami pemohon itu berstatus duda mati.
Berarti antara pemohon dan calon suami pemohon itu sekufu’.

Apabila seorang wanita yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya
yang sekufu’ dengannya sedangkan walinya tidak mau menjadi wali nikah bagi
wanita terscbut dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar’i dan tidak
berdasarkan hukum, maka perbuatan wali tersebut termasuk dosa.! Hal ini

dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 232, firman Allah SWT :

_,}3;;_5\,“"' Pyl 5 13) u;;r,g\‘;,;&: of a a5 ...

! Moch. Anwar. Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan
Agama. (bandung : CV. Diponegoro, cet I, 1991), 30
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Artinya : “Maka janganlah (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang
dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suami nya, apabila
telah terdapat diantara mereka dengan baik.

Apabila terjadi seperti yang telah dijelaskan diatas, wali itu menolak,
enggan atau agda/ maka perwaliannya langsung pindah ke wali hakim, karena aga/
itu zalim maka yang menghilanngkan zalim adalah hakim?

Perkara yang sudah ditetapkan ini, wali ditetapkan ada/ oleh hakim
karena alasan wali yang takut pada istri tidak dibenarkan oleh syar’i juga
didasari dengaq keterangan pemohon. Bahwasannya pemohon, keinginannya
sudah bulat untuk menikah dengan calon suaminya, jika perkawinan tersebut
tidak segera dilangsungkan khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar
ketentuan agama.

Adalnya wali tersebut dikatakan zalim karena akan menimbulkansesuatu
yang dilarang oleh agama sesuai yang diutarakan oleh pemohon sebelumnya,

kalau perkawinan tersebut tidak segera dilangsungkan khawatir akan terjadi hal-

hal yang melanggar ketentuan agama.

2 Sjamet abiding dan aminuddin. Figh munakahat, (Bandung : CV Pustaka Setia, cet I,
1999), 96 : :
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B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dasar hukum Hakim PA. lamongan Dalam
Menetapkan Wali Adal.

Hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hakim dalam
pengertian ini adalah hakim atau pejabat pemerintah yang diberi tugas untuk
menguurusi akad nikah atau khusus masalah pernikahan.

Hakim berhak mengawinkan perempuan manapun yang pada waktu
akadnya berdomisili diwilayah kekuasaannya maksudya tempat tinggal
mempelai perempuan bukan tempat tinggal memelai laki-laki.

Ketentuan bagi wali hakim adalah hakim tidak diperbolehkan
mengawinkan perempuan tanpa sekufu’ walaupun atas kerelaan pihak mempelai
wanita. Akan tetapi kalau perempuan tersebut mendapatkan laki-laki yang tidak
sekufu’ dengannya kemudian perempuan tersebut rela dan dikhawatirkan
melakukan zina, maka hakim berkewajiban mengabulkan permohonannya
disebabkan darurat.?

Perkara yang telah ditetapkan oleh hakim PA. Lamongan, peneliti
melihat tempat tinggal pemohon yang bernama Rosipah binti Rasiat itu
bertempat tinggal di desa Sidomukti merupakan wilayah dari PA Lamongan.
Berarti hakim PA Lamongan berhak mengawinkan perempuan (pemohon yang

bernama Rosipah binti Rasiat) kawin dengan calon suaminya dengan ketentuan

3 Moch. Anwar. Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Kepumsan di Pengadilan
Agama. (bandung : CV. Diponegoro, cet 1, 1991), 24
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wali pemohon yang bernama rasiat itu enggan menjadi wali nikah atau yang
disebut dengan wali adal

Peneliti juga melihat antara pemohon dan calon suami pemohon yang
beranama warsiman itu sekufu’. Hubungan pemohon dan calon suami pemohon
begitu erat dan saling mencintai, juga sulit untuk dipisahkan. Hubungan
pemohon dan calon suami pemohon telah sama-sama diketahui oleh orang tua
pemohon dan orang tua calon suami pemohon, bahkan calon suami pemohon
pernah melamar atau meminang pemohon sebanyak 2 kali namun wali pemohon
menolak dengan alasan takut dengan istri (ibu tiri pemohon).

Hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada halangan
untuk melangsungkan pernikahan. Jika perkawinan antar pemohon dengan calon
suami pemohon tidak segera dilangsungkan sesuai dengan yang diinginkan
pemohon, khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama.

Pemohon juga pernah mengajukan keinginan untuk menikah dengan
calon suami pemohon di KUA setempat. Namun oleh pihak KUA setempat di
tolak dengan alasan tidak adanya wali. Pemohon juga telah menghadirkan saksi-
saksi dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan pemohon yang telah disebutkan, juga surat bukti
penolakan oleh pihak KUA setempat (P 1) dan saksi-saksi yang telah di dengar

keterangannya di bawah sumpah sebagaiman yang telah diuraikan sebelumnya.
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Keterangan tersebut juga diperkuat dengan ketidak hadirannya wali dalam
persidangan.

Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan.
Hakim dalam hal ini mengacu pada peraturan menteri agama nomor 30 tahun
2005, jo pasal 18 ayat (4 dan 5), jo pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan
sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab i’anatv al-Tolibin

Juz I1I halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut*:

s o 33307 rz s f»

¢S B G 55 sb“ S )
Artinya : " Bila jelas wali itu bersembunyi dan membangkang maka hakimlah

yang mengawinkannya.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka dasar-dasar hukum yang digunakan
oleh hakim dapat dibenarkan karena demi mencegah hal-hal yang dikhawatirkan

melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap penetapan Hukum PA. Lamongan Nomor :
39/pdt/PA. Lmg.
Hakim dapat menctapkan wali ada/ apabila scorang perempuan yang
ingin menikah dengan calon suaminya sedangkan walinya itu menolak atau

enggan menjadi wali nikah bagi perempuan yang ada di bawah perwaliannya,

4 Dokumentasi Penetapan PA Lamongan Nomor: 0039/pdt. P/2009/PA.ng, 05 Agustus
2009, di PA Lamongan
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dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syara’ dan juga tidak
berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku.

Keberadaan wali dalam perkawinan sangat dibutuhkan karena wali
merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi orang-orang
yang ingin melangsungkan pernikahan. Nikah tanpa adanya wali maka nikahnya
tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu

Musa, Nabi SAW bersabda :

'r @ /&’ .’:zozr o’/&‘ ‘4 ‘ﬁ’,‘ Vfol fc:
&,ivgc ,v.JurL,,fgpu\&gfs\o\g,y ALe

-

Artinya : “fhriwayarkan ofefi Abr Musa, sesungghunya Nabr SAW bersabda :

tidak ada nikah kecuali dengan wali.”®

Mengenai hadist di atas para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah
dan Syiah Imamiah mengartikan hadist tersebut dengan tidak sempurna nikah
tanpa wali, bukan berarti tidak sah. Sedangkan kata tidak (lah) ditujukan kepada
perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap
perempuan tersebut ulama Hanafiyah sama seperti jumhur lainnya yaitu

diwajibkan adanya wali bagi dua perempuan tersebut®.

73

5 Abu Daud Sulaiman. Sunan Abu Daud Juz II. (Kairo : Darul Hadis, 1999). 211
¢ Amir Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta : Kencana.Cet 1. 2006).
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Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat semua perempuan baik yang
masih kecil ataupun sudah dewasa kalau ingin melangsungkan pernikahan harus
izin wali terlebih dahulu.

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya mengikuti ulama syafi’iyah,
apabila seorang perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan maka harus
ada wali. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang bunyinya
: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Apabila walinya itu menolak, enggan menjadi wali nikah bagi anak
perempuan yang ada di bawah perwaliannya maka wali nikahnya berpindah ke
wali hakim hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah.

Nabi SAW bersabda :

- : or o - e Ko - A0 01"& 1 M *o s TS e LD Te e o
G 03 b &S0 G g e & o v 30 06 BB G e

? 1y OLIG V)5S DGk DU Gy Gl 5l Gy 53 01, otfs 3 Jbie S
- - - - - - I 4 ,
26 o 0 -

JHYen

Artinya : " Diriwayatkan dari Urwah, dari ’Aisyah ia berkata : telah bersabda
Rasulullah SAW. Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan
tanpa seizing dari walinya maka nikahnya batal, batal. batal. dan jika
(si faki-faki atau svami) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar
buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu. Jika para
wali (bertengkar), maka pemerintah (sulthon) adalah menjadi wali bagi
orang yang tidak mempunyai wali.”

7 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud Juz IT(Kairo : Darul Hadis, 1999). 891 .
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Menegnai perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama
Lamongan peneliti melihat bahwasannya pemohon yang bernama Rosipah binti
Rasiyat ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Warsiman bin
Wasidin, akan tetapi wali pemohon yang bernama rasiat menolak menjadi wali
nikah dengan alasan takut pada istri (ibu tiri pemohon), keinginan pemohon juga
ditolak oleh pihak KUA karena tidak ada izin dari wali.

Dengan ke engganan wali pemohon yang menolak menjadi wali nikah
disertai dengan ditolaknya pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon
oleh pihak KUA setempat, berarti pernikahan antara pemohon dengan calon
suami pemohon tidak dapat dilangsungkan Karena tidak adanya wali dalam
pernikahan tersebut, hal ini berarti tidak sesuai dengan hadist dan undang-
undang yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan tidak adanya wali dalam masalah tersebut, otonmatis pemohon
yang bernama Rosipah mangajukan masalah ini ke Pengadilan Agama
Lamongan. Dalam surat permohonannya pemohon yang bemama Rosipah
meminta agar ketua Pengadilan Agama Lamongan menjatuhkan penetapan yang
amarnya sebagai berikut®:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan, wali nikah pemohon yang bernama Rasiat adalah wali adal

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

8 Dokumentasi Penetapan PA Lamongan Nomor: 0039/pdt.P/2009/PA.Lmg, 05 Agustus
2009, di PA Lamongan .
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Hakim dalam hal ini telah membaca dan mempelajari berkas perkara, juga
telah mendengar keterangan pemohon, calon suami pemohon dan para saksi.

Pemohon dalam surat permohonannya memberikan keterangan
bahwasannya hubungan pemohon dengan calon suami pemohon berlangsung
selam 1 tahun I bulan di rumah kediaman bersama orang tua pemohon atau calon
suami pemohon. Selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami
pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon
dengan calon suami pemohon. Bahkan calon suami pemohon pernah melamar
atau meminang pemohon sebanyak 2 kali, namun lamaran tersebut di tolak oleh
wali pemohon yang bernama Rasiat dengan alasan takut pada isteri. Pemohon
telah berusaha keras membujuk wali pemohon yang bernama Rasiat untuk
menerima pinangan calon suami pemohon dan selanjutnya menikahkan pemohon
dengan calon suami pemohon, akan tetapi wali pemohon tetap menolak.

Pemohon menganggap penolakan ayah pemohon tidak berdasarkan
hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon
sebagai anak. Oleh karena itu, pemohon tetap bertekad bulat untuk
melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan’:
1. Pemohon dan calon suami pemohon telah sama-sama dewasa dan siap

menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga bagi calon suami

pemohon.

? Dokumentasi Penetapan PA Lamongan Nomor: 0039/pdt.P/2009/PA.Lmg, 05 Agustus
2009, di PA Lamongan
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2. Antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan.

3. Jika pernikahan pemohon tidak segera dilangsungkan khawatir akan terjadi
hal-hal yang melanggar atau dilarang oleh agama.

Pemohon juga telah mengajukan keinginannya untuk menikah dengan
calon suami pemohon ke KUA setempat, namun pihak KUA setempat menolak
karena tidak ada izin dari wali. Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi
yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah.

Berdasarkan keterangan pemohon disertai dengan bukti surat (P. 1) dan
juga saksi-saksi, dan diperkuat dengan ketidak hadiran wali dalam persidangan
walaupun oleh pengadilan di panggil dengan patut dan resmi, dengan surat
panggilan pertama tertanggal 17 Juli 2009 dan surat panggilan ke 2 tertanggal 31
Juli 2009, sehingga tidak bisa dimintai keterangannya. Dengan demikian
pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dilaksanakan oleh wali
hakim.

Penetapan wali ada/ yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama
Lamongan dapat dibenarkan karena sesuia dengan undang-undang yang berlaku
dan ketentuan hukum Islam terutama hukum Islam yang ada di Indonesia.

Penetapan tersebut juga dapat dibenarkan, karena melihat keinginan
pemohon yang bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon

suaminya, apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan khawatir akan
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terjadi hal-hal yang dilarang agama. Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama
Lamongan mengabulkan permohonan pemohon karena darurat.

Dalam kaidah fighiyah menerangkan :
Sl e 5

Artinya : ” Keadaan darurat itu membolehkan semua yang dilarang™®

Berdasarkan dikabulakannya permohonan pemohon, maka dalam pasal 89
ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaiman telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini debebankan kepada

pemohon.

10 Jaih Mubarok. Kaidah Fighi. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet 1. 2002). 149
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PENUTUP

A. Kesimpulan

L.

3.

Penetapan hakim PA Lamongan Nomor: 0039/pdt.p/2009/PA.Lmg. Yang
dijadikan alasan wali dalam penetapan tersebut adalah karena wali takut pada
isteri (ibu tiri pemohon).
Adapun yang menjadi dasar hukum penetapan perkara ini adalah sesuai
dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 jo pasal 18 ayat
(4 dan 5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 jo Kompilasi
Hukum Islam pasal 23
Dari segi materil dan formil, penetapan yang ditetapkan oleh majlis hakim
Nomor: 0039/pdt.p/2009/PA.lmg sudah benar karena pemohon dalam
penetapan ini memberikan keterangan bahwasanya wali pemohon tidak mau
menjadi wali nikah karena takut pada isteri. Oleh karena itu, berdasarkan
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor: 30 Tahun 2005 dan Nomor 11
Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam pasal 23, maka hakimlah yang

mengawinkannya.
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B. Saran

Setelah mencermati salinan Penetapan Nomor: 39/pdt.p/2009/PA.Lmg
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lamongan, penulis memberikan
masukan pada wali pemohon, alasan wali pemohon yang takut pada istri, alasan
tersebut menandakan seorang suami tidak tegas pada isteri schingga isteri yang
seharusnya taat pada suami justru kebalikannya suami yang takut pada isteri. Hal
ini buat pelajaran bagi kaum laki-laki yang kelak akan beristeri, jangan sampai
kita salah dalam mendidik isteri, sebagai seorang suami seharusnya tegas dalam
mendidik isteri supaya kejadian yang ada di Pengadilan Agama Lamongan yang
mana wali tersebut tidak mau menjadi wali nikah karena takut pada istri tidak

terulang lagi.
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